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PENETAPAN
Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA.Sub

a,)l ol all st

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili

perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut,
dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Kursi bin Muhammad, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pihak berperkara dan memeyikg - bukti di
L]

persidangan; § e ) ]

Besar dengan register™

mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada 9 September 2006, para Pemohon melangsungkan pernikahan
menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan
Agama Kecamatan BATULANTEH Kabupaten SUMBAWA
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon | berstatus DUDA dan
Pemohon Il berstatus JANDA Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah
AYAH KANDUNG bernama HAYAT , dan dihadiri saksi nikah masing-masing
bernama AMIN dan A. RAZAK M dengan mas kawin berupa
SEPERANGKAT ALAT SHALAT yang dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat

dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

ketentuan hukum Islam , jerasan perundang-undangan yang

berlaku;

5. Bahwa selafha [ B St : | ketiga yang
mengganggu} » g | selama itu pula

6. Bahwa sampai ‘gekaral yai Kutipan Akta
e LT - :

nikah karena perm tHara Pemohon '-i“ terdgjar di Kantor Urusan

Agama Kecamatan ‘ LWIBAWA sementara saat

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa
Surat Keterangan Miskin dengan Nomor 461/67/VIII/2018 tanggal 27
Agustus 2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturotok Kecamatan
Batulanteh Kabupaten Sumbawa; dan karenanya Penggugat mohon
dibebaskan dari biaya perkara;

8. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon diijinkan berpekara secara

cuma-cuma (Prodeo)
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMER :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | KURSI dengan Pemohon I
SITI yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2006 di Kecamatan

Batulanteh Kabupaten Sumbawa;

4. Membebaskan g3

tidak datang menghagap fgan tidak menyuruf, orafly 1ai tuk menghadap
Lo Fo T :
sebagai wakil/kuasy klpﬁﬁ,;r%enu_r%églent Acara/Panggilan (Relaas)
A

4ang dibacakan djgf lah dipanggil secara

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang
perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil’/kuasanya, serta tidak ternyata
bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasar
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pasal 148 RBg, permohonan para Pemohon dinyatakan gugur dan biaya
perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun
Anggaran 2018 sesuai Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2018/PASub tanggal 10
September 2018;

Memperhatikan, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang

berkaitan dengan perkara ini ;

1. Menggugurkan perrmpgh

5 & ai : ini s PIPANPengadilan Agama

i firge \l da fhagpiyat, tanggal 28
September 2014|Ngmely bertepjiliin, deaAdh ‘adah 1440 H,

Akhmad JunaediX&.H., Sebagai Ketua Majelis, H. Ahntiad Gagli, S.H. dan H.M.

gf}:jﬁ"aki '

Maftuh, S.H. M.EX% masif -ma*%i"%g seba
oleh Titin Suhartini, ¥H. gal'i'&'éﬁtﬁfé:%n

e
=

dihadiri oleh para Pemoho

Hakim Anggota, ' Hakim Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H. H. Akhmad Junaedi, S.H.

H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini,S.H.
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Perincian biaya perkara:
1. Pendaftaran : -

Rp.
2. Proses : 50.000,-

Rp.
3. Panggilan : 294.000,-

Rp.
4, Redaksi : -

5. Meterai : 6.000,-

Jumlah 350.000,-
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